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ABSTRAK
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4011311048

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
KETENAGAKERJAAN DI KOTA PANGKALPINANG BEDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Skripsi Fakultas Hukum 2018

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Ketenagakerjaan, Disnaker.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara perundingan bersama dalam
menyelesaikan suatu masala atau perkara. Ketenagakerjaan merupakan segala hal
yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,selama,dan sesudah
masa kerja. Dinas Ketenagakerjaan merupakan tempat berkumpulnya pengusaha
dan tenaga kerja yang bersengketa dalam melakukan penyelesaian
perselisihannya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana penyelesaian sengketa
Ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang dan bagaimana pelaksanaan sengketa
Ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji Perundang-
Undangan dan buku-buku pustaka juga tidak menutup kemungkinan memakai
metode yuridis empiris dikarenakan adanya penelitian ke lapangan atau disebut
wawancara ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dua kasus yang
akan dibahas, yang pertama kasus anjuran yaitu tentang PT KJUB-PERTIM
Pangkalpinang dimana keuangan perusahaan tidak sehat sehingga tidak mampu
membayar pesangon, yang kedua kasus perjanjian Bersama (PB) dimana tokoh
hidup baru, dimana pekerja melakukan kesalahan/melanggar aturan ketentuan
perusahaan dalam perkara tersebut bersengketa di PHK hanya mendapat uang
jasa. Jadi di sini peran dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja sangatlah berpengaruh dalam menyelesaikan suatu
perkara ketenagakerjaan yang tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .
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ABSTRAK

Gilang Pramana
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LEGAL ANALYSIS OF SETTLEMENT OF EMPLOYMENT DISPUTES  IN
PANGKALPINANG BASED ON DISPUTE THE INDUSTRIAL RELATIONSHIP

RESOLUTION ACT 2004

Thesis faculty of law 2018

Keywords : Labor Dispute, Employment , Disnaker.

The purpose of this research is to examines about disputes resolution or a case.
Employment is all matters relating to manpower in the time before, during, and
after the work period. Disnaker is a gathering place for entrepreneurs and
dispute workers in settling disputes, in Pangkalpinang City itself the term
disnaker changed its name to the Department of Investment, One Stop Service
and Manpower. The problem is how to settle the labor dispute in Pangkalpinang
City and how the implementation of labor dispute in Pangkalpinang City. The
method used in this study is the Normative Juridical method of reviewing
legislation and books also does not rule out the possibility of using the method of
empirical juridical due to the research into the field or called interviews to the
Department of Investment, One Stop Service and Labor. The results obtained in
this study are two cases to be discussed, the first case of recommendation is
about PT KJUB-PERTIM Pangkalpinang where the company's finances are
unhealthy so it can not afford severance pay, the second case of the Joint
Agreement (PB) where the new life figure, where the workers make a mistake /
violate the rules of the company's provisions in the case disputes in dismissal
only get the money service. So here the role of the Capital Investment Office, One
Stop Service and Manpower Service is very influential in resolving an
employment case that is guided by Law No. 13 of 2003 on employment and Law
No. 2 of 2004 on the settlement of Industrial Dispute Settlement.
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